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PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI
PEMANFAATAN PROGRAM CSR: PELUANG DAN TANTANGAN
Paradigma pembangunan berkelanjutan telah menjadi tren dalam konsep pembangunan saat ini. Dalam
pencapaiannya, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tahap keseimbangan antara tiga pilar, yaitu pilar
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adanya paradigma tersebut turut memicu keharusan bagi semua pihak untuk
berperan serta dan mendukung terlaksananya konsep pembangunan berkelanjutan. Salah satu pihak yang harus
memiliki tanggung jawab dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah pihak swasta, salah satunya
adalah sektor industri yang dalam prakteknya bersinggungan langsung dengan ketiga pilar pembangunan
berkelanjutan di atas.
Dengan diterbitkannya aturan hukum di Indonesia terkait tanggung jawab sosial sektor industri yang
termuat di dalam undang-undang perseroan terbatas, maka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau lebih dikenal
dengan Corporate Social Responsibility (CSR), menjadi program wajib yang harus diterapkan oleh sektor industri.
Untuk mewujudkan kegiatan CSR, maka sektor industri memiliki kewajiban untuk mengagendakan kegiatan
tersebut dalam program kegiatan perusahaan. Sebagai salah satu kegiatan yang merupakan representasi kontribusi
sektor industri terhadap pembangunan berkelanjutan, maka program CSR adalah tuntutan bagi perusahaan untuk
memiliki tanggung jawab terhadap penanganan permasalahan lingkungan, sosial dan ekonomi melalui berbagai
kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor industri.
Dalam implementasinya, CSR sangat terkait dengan kegiatan derma perusahaan dengan segi pendanaan
yang cukup besar. Namun demikian banyak pengamat dan praktisi menilai program CSR yang dijalankan oleh
perusahaan hanya bersifat formalitas dan cenderung bias untuk menghindari sanksi maupun hanya untuk
meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat, bahkan pelaksanaan dan pemanfaatan CSR masih belum
efektif sebagaimana mestinya. Disisi lain, semakin kuatnya peranan sektor privat ditengah kompleksitas
permasalahan sosial terutama permasalahan perumahan dan permukiman, telah memberi peranan strategis bagi
sektor industri untuk berkontribusi dengan memberikan sumbangan resources yang dimilikinya guna membantu
penyelesaian permasalahan tersebut melalui realisasi program CSR. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
menggali sejauh mana peluang dan tantangan penerapan CSR untuk mendukung program peningkatan kualitas
lingkungan permukiman berbasis komunitas. Rekomendasi studi ini adalah strategi penerapan CSR untuk
mendukung penyediaan lingkungan permukiman layak huni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif, metode pendekatan penelitian tindakan dengan studi kasus pada program PLP-BK Kelurahan
Pringapus dan pengumpulan data dilakukan melalui teknik participant observer dan wawancara mendalam. Teknik
analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan program-program peningkatan kualitas
lingkungan permukiman yang dilakukan oleh BKM Sedya Mulya Pringapus. Deskriptif kualitatif juga digunakan
untuk mendeskripsikan  fenomena penerapan CSR saat ini yang dilakukan oleh pihak industri serta peluang dan
tantangan pemanfaatan CSR untuk mendukung program peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis
komunitas. Adapun narasumber utama dalam penelitian ini adalah pihak manajemen perusahaan yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan CSR dan BKM Sedya Mulya Pringapus.
Pelaksanaan penelitian ini lakukan secara sistematis mulai dari tahap persiapan penelitian (tahap pra
survey), dan kemudian dilanjutkan pada tahap survey utama, dimulai dari tahap pengumpulan data baik data
primer maupun data sekunder dengan menggunakan instrumen observasi dan wawancara mendalam, tahap
kompilasi data, tahap analisis dan verifikasi data hingga menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya peluang penerapan CSR dalam mendukung program
peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis komunitas ditinjau dari faktor internal dan adanya
intervensi eksternal. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah optimalisasi pemanfaatan program  CSR melalui
penerapan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah maupun peraturan daerah dan peran aktif masyarakat agar
pelaksanaan CSR dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan lingkungan dengan berbasis komunitas.




Dalam beberapa dekade terakhir, berkembang banyak paradigma dalam bidang
perencanaan pembangunan. Masing-masing paradigma tersebut menawarkan konsep pembangunan
yang berbeda dengan sasaran dan tujuannya masing-masing. Konsep-konsep pembangunan tersebut
merupakan landasan pembangunan sebagai konsekuensi atas perkembangan dan terlaksananya
transformasi masyarakat yang cenderung berubah dan berkembang.
Pembangunan dapat didefinisikan sebagai perubahan sosial dengan partisipasi yang luas
dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material, selain
itu pembangunan juga diartikan sebagai sebuah proses multidimensial yang mencakup berbagai
perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-isntitusi nasional,
disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan,
serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000). Pembangunan pada hakekatnya adalah penyesuaian
atas sistem sosial secara keseluruhan dan harus mampu merepresentasikan perubahan yang terjadi
pada masyarakat. Beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat telah membawa konsekuensi
dan polemik yang sangat penting khususnya dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan,
akibat berkembangnya masyarakat yang ditandai dengan timbulnya kelompok sosial, sehingga
menuntut adanya tindakan yang mampu mencerminkan keterlibatan atas semua aspek dalam
organisasi (Zietlin, 1995 dalam Tompunu, 2001).
Sebagai respon atas berbagai bentuk perkembangan yang ada, dewasa ini berkembang
bentuk-bentuk pendekatan pelaksanaan pembangunan terutama di negara berkembang. Bentuk-
bentuk pendekatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga  konsep utama, di antaranya adalah
Konsep Pembangunan dari Atas (Development from Above), Konsep Pembangunan dari Bawah
(Development from Bellow), dan Konsep Pembangunan Berbasis Komunitas (Community Based
Development)
Terkait dengan perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat, urgensi terhadap
peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan diperlukan
karena adanya berbagai permasalahan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat salah
satunya adalah degradasi kualitas lingkungan permukiman. Keterlibatan setiap unsur masyarakat
dalam kegiatan pembangunan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan pencapaian pembangunan. Koesnadi (1994) dalam Tompunu (2001) menegasakan
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masyarakat yang lebih efektif. Banyak pakar menilai bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi
masyarakat dalam kegiatan pembangunan, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan
dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu
indikator penentu keberhasilan pembangunan, sehingga secara otomatis akan memberi titik terang
terkait konsep pembangunan yang sesuai.
Terminologi di atas secara rasional dapat dipertanggung jawabkan, karena seyogyanya
tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solihin (2007),
menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak warga masyarakat untuk terlibat dalam
proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian sehingga masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat
(beneficiaries) atau objek belaka, melainkan sebagai agen pembangunan (subjek). Gagasan tersebut
didukung pula oleh uraian Conyers (1991) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi
sangat penting karena dengan kehadiran masyarakat akan dengan mudah diperoleh informasi
mengenai kondisi, serta kebutuhan masyarakat setempat, selain itu tanggung jawab dari masyrakat
akan dapat diperoleh dengan adanya pelibatan masyarakat dalam proses persiapan dan
perencanaannya sehingga dapat memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Salah satu bentuk representasi dari konsep pembangunan dalam kerangka partisipatif di
Indonesia, Direktoral Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum kemudian menerapkan
perencanaan partisipasi yang melibatkan peran masyarakat tersebut melalui Program
Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). PLP-BK merupakan
langkah lebih lanjut dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dikenal
secara luas oleh masyarakat dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-
Mandiri). Program PLP-BK adalah suatu program yang dirancang sebagai bentuk intervensi
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin, atau dengan kata lain
berpenghasilan rendah (sektor informal), melalui proses transformasi sosial dari masyarakat tidak
berdaya menjadi berdaya, menjadi masyarakat mendiri dan kemudian diharapkan dapat
bertransformasi menjadi masyarakat madani. Proses pengembangan komunitas diawali dengan
memperkokoh perilaku masyarakat yang berbasis nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan,
kerelawanan, kejujuran, yang mendasari nilai-nilai kearifan lokal dan berprinsip pada tatanan
demokrasi, partisipasi, akuntabel dan desentralisasi, sehingga diharapkan memperkuat tatanan
komunitas dengan saling mempererat sesama anggota masyarakat, agar terwujud budaya yang
menjunjung etika, menghormati hukum dan peraturan, menghormati hak-hak warga lainnya, tertib,
bersih, sehat dan produktif. Dalam perilaku masyarakat seperti demikian, maka masyarakat
diharapkan mampu menciptakan pengaturan ketertiban dan keamanan lingkungan serta pengaturan
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sosial, ekonomi dan lingkungan masih tetap menjadi andalan utama dalam penanggulangan
kemiskinan, secara khusus dalam PLP-BK pembangunan lingkungan diberikan penekanan khusus
untuk menciptakan lingkungan hunian yang kondusif terhadap berbagai aspek pembangunan
manusia sehingga penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan manusia seutuhnya (spiritual
dan material) (Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2009).
Definisi terkait PLP-BK tidak hanya sebatas pembangunan secara fisik, akan tetapi di
dalam kegiatan ini, masyarakat merencanakan dan membangun tatanan kehidupan warganya
berdasarkan visi masa depan yang dibangun bersama (DPU, 2008). Sebagaimana tertuang dalam
UU No. 26 Pasal 65 tentang Penataan Ruang bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan
oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat yang terdiri atas partisipasi dalam tahap
penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian. Sebagai sebuah bentuk perencanaan partisipatif yang
juga mengedepankan peran serta masyarakat maka dalam implementasi program PLP-BK tidak
terlepas dari amanat undang-undang tersebut, yakni terdapat tiga tahapan utama yang saling
berhubungan yakni dimulai dari tahap perencanaan (perencanaan partisipasi), pemanfaatan
(pemasaran) dan pengendalian (pembangunan) oleh masyarakat.
Tahapan pemasaran (pemanfaatan) merupakan salah satu langkah dalam program PLP-
BK yang dimaksudkan sebagai tahap transisi dari perencanaan ke dalam tahap pembangunan.
Dalam implementasinya, tahap pemasaran merupakan proses pemasaran hasil perencanaan
paritisipatif berupa Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk mendapat dukungan
dari pihak instansi pemerintah maupun non pemerintah, lembaga bisnis, maupun lembaga sosial
sehingga dapat tercipta kerjasama dan kemitraan terutama dari segi pendanaan implementasi
program PLP-BK.
Terkait dengan tahapan pemasaran program PLP-BK, lembaga bisnis terutama sektor
industri dan perseroan terbatas pada umumnya merupakan salah target mitra kerjasama yang sangat
berpotensi untuk mendukung realisasi program PLP-BK. Di era globalisasi peran perusahaan-
perusahaan swasta, terutama industri, semakin besar. Aktivitas perusahaan-perusahaan swasta
terutama perusahaan multinasional semakin merambah ke seluruh dunia. Meskipun  pada
kenyataannya, lingkungan hidup dan perindustrian seperti dua hal yang dikotomis. Lingkungan
hidup menghendaki adanya keharmonisan dan keseimbangan ekologis, sementara kegiatan industri
menimbulkan perubahan lingkungan yang justru mengganggu keseimbangan ekologis. Meski
demikian, kegiatan industri juga merupakan jawaban atas pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
Keberadaan perusahaan swasta sebagai penggerak peningkatan ekonomi secara instan
tidak selalu paralel dengan pemerataan atau distribusi tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga
kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih terjadi. Kesmikinan dan kesenjangan ekonomi
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dan Samekto, 2007: 117). Dalam proses operasinya, sektor industri bersinggungan langsung
dengan lingkungan, dampak lingkungan dari kegiatan industri bermuara pada manusia dalam
bentuk penurunan kualitas kesehatan, hilangnya mata pencaharian karena adanya alih fungsi lahan
dari industrialisasi itu dan termarjinalkan akibat kerusakan lingkungan. Pada perspektif inipun tidak
jarang terjadi gesekan sosial antara pihak masyarakat dan pihak industri.
Menyadari hal di atas, integrasi antara kegiatan industri dan aspek lingkungan perlu untuk
dilakukan. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992 telah memulai intervensi terhadap kegiatan
industri melalui berbagai instrumen manajemen lingkungan, diantaranya AMDAL, UKL/ UPL,
Baku Mutu Lingkungan, Audit Lingkungan, Prokasih (Program Kali Bersih), Proper (Program
Peringkat Kinerja Perusahaan), dan SML (Sistem Manajemen Lingkungan). Selain itu, kalangan
bisnis di Indonesia yang tergabung dalam Business Council on Sustainable Development (BCSD)
telah mempelopori berbagai kegiatan, seperti kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah rumah
tangga yang saat ini lebih dikenal sebagai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate
Social Responsibility).
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen dunia usaha untuk terus
bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan
dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan
kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas (The World Bussiness Council for Sustainable
Development (WBCSD) dalam Wibisono, 2007). CSR merupakan paradigma baru dalam  praktik
entitas bisnis di Indonesia seiring munculnya ketetapan secara hukum. Penerapan CSR di Indonesia
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri, yaitu UU No.25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal LNNo.67 TLN No.4274, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan
Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).
Dalam implementasinya, masih banyak perusahaan yang belum menjalankan CSR karena
dianggap menambah beban keuangan perusahaan. Meskipun demikian, saat ini perusahaan telah
banyak yang menerapkan CSR, baik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (community
development), kegiatan amal (charity atau philantrophy).
Pelaksanaan CSR dapat dipandang suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan
alternatif dukungan sektor swasta bagi realisasi pembangunan. Adanya keterbatasan pemerintah
untuk memberikan pelayanan dalam pelaksanaan pembangunan, maka diharapkan peranan sektor
swasta terutama sektor industri dapat berperan serta sebagai solusi atas permasalahan tersebut.
Kehadiran regulasi CSR di Indonesia, menjadikan program CSR sebagai salah satu alternatif
pencapaian pembangunan berkelanjutan terutama terkait dengan permasalahan sosial dan
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peningkatan dan pemerataan distribusi kesejahteraan masyarakat dimana salah satunya adalah
untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah dirintis oleh
pemerintah.
Berdasarkan hal tersebut, maka studi penelitian ini mencoba untuk menggali peluang dan
tantangan penerapan CSR untuk diaplikasikan dalam program-program peningkatan kualitas
lingkungan permukiman berbasis komunitas, seperti program PLP-BK yang telah berjalan di
Kelurahan Pringapus. Kelurahan Pringapus sendiri berdasarkan hasil report oleh World Bank
(2009), bahwa pelaksanaan tahap perencanaan partisipasi PLP-BK Kelurahan Pringapus menjadi
best practice dan diharapkan menjadi contoh bagi pelaksanaan di lokasi lainnya yang dilaksanakan
oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sedya Mulya sebagai BKM Mandiri di Kelurahan
Pringapus dan lolos uji kelayakan.
1.2 Rumusan Permasalahan
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Suprapto (2005) terhadap 375 perusahaan
di Jakarta menunjukkan bahwa 166 (44,27%) perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan
CSR dan 209 (55,75%) perusahaan melakukan kegiatan CSR. Bentuk CSR yang dijalankan
meliputi: pertama, kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan); kedua, sumbangan pada lembaga
agama (50 perusahaan); ketiga, sumbangan pada yayasan sosial (39 perusahaan); keempat,
pengembangan komunitas (4 perusahaan). Survei ini juga mengemukakan bahwa CSR yang
dilakukan oleh perusahaan sangat tergantung pada keinginan dari pihak manajemen perusahaan itu
sendiri. Hal ini didukung pula oleh data yang ditunjukkan Program Penilaian Peringkat Perusahaan
(PROPER) 2004-2005, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2009) yang menunjukkan bahwa
72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang
berperingkat emas dari 466 perusahaan yang dipantau.
Selain itu banyak model kegiatan CSR yang hanya berbentuk sumbangan dan
kedermawanan perusahaan dalam bentuk sedekah untuk meningkatkan image perusahaan di mata
masyarakat ataupun konsumen. Hasil survei yang dilakukan oleh Environic International
(Toronto), Conference Board (New York) dan Princes of Wales Busines Leader Forum (London)
dimana dari 25.000 responden di 23 negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini
perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktik terhadap karyawan, dampak terhadap
lingkungan, tanggung jawab perusahaan akan paling berperan, sedangkan 40 % menyatakan citra
perusahaan dan brand image yang paling mempengaruhi kesan mereka. Di Indonesia, data riset
dari majalah SWA (dalam Suharto, 2007) terhadap 45 perusahaan menunjukkan bahwa CSR
bermanfaat dalam memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (37,38%), hubungan baik
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penelitian PIRAC (dalam Suharto, 2006) yang dilakukan pada tahun 2001, dana CSR di Indonesia
mencapai lebih dari 115 miliar rupiah dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan
sosial yang terekam oleh media massa. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana
bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta rupiah per kegiatan.
Konsep pemasaran yang dipahami dalam pelaksanaan program PLP-BK memberi
kemungkinan bagi adanya kerjasama dengan pihak perseroan melalui aplikasi program CSR dalam
implementasi program PLP-BK. Dalam hal ini konsensus antar pihak perseroan selaku entitas
bisnis dalam menjalin kerjasama  dalam program PLP-BK dapat tercapai apabila terdapat
kesamaan persepsi dan pemahaman kedua stakeholder terkait posisi tawar masing-masing program
baik CSR maupun PLP-BK. Berdasarkan fakta implementasi CSR di atas dan keterbukaan konsep
pemasaran dalam program PLP-BK, maka pertanyaan penelitian ini adalah “ Bagaimana Peluang
dan Tantangan Penerapan CSR dalam mendukung Program PLP-BK?”.
Untuk menjawab perumusan masalah utama tersebut, maka ditarik beberapa pertanyaan
spesifik dalam penelitian ini, yaitu:
(1) Bagaimana konsep pemasaran Program PLP-BK?
(2) Bagiamana peluang dan tantangan implementasi Program PLP-BK dengan kemitraan pihak
perseroan terutama dalam kegiatan CSR perusahaan?
(3) Bagaimana persepsi perusahaan mengenai CSR?
(4) Apa motivasi yang melatarbelakangi perusahaan dan industri untuk melaksanakan CSR?
(5) Seperti apa konsep yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan CSR?
(6) Apa saja program perusahaan yang dapat dijalankan  bersama dengan masyarakat dalam
konteks kemitraan?
(7) Bagaimana peluang dan tantangan penerapan aplikasi CSR dalam program PLP-BK ?
1.3 Tujuan dan Sasaran
1.3.1 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali sejauh mana peluang dan tantangan
penerapan program CSR dalam mendukung program peningkatan kualitas lingkungan
permukiman berbasis komunitas. Hal ini terfokus pada pemahaman dan persepsi perusahaan
dalam prosedur pelaksanaan CSR sesuai dengan kerangka normatif. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi acuan kedepannya dalam meningkatkan kualitas lingkungan berbasis
komunitas melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, selain itu diharapkan dapat
menjadi input dalam dunia perencanaan khususnya penguatan dalam penyusunan regulasi, dan
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masyarakat dan lingkungan dan menciptakan pembangunan berkelanjutan.
1.3.2 Sasaran
Adapun sasaran yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi perusahaan dan industri yang berpotensi melaksanakan program CSR
2. Mengidentifikasi pemahaman dan persepsi perusahaan terhadap kerangka normatif
mengenai CSR,
3. Menganalisis konsep, motivasi, dan pendekatan dalam pelaksanaan CSR,
4. Analisis tahapan proses sampai pada tahap implementasi CSR yang dilakukan
perusahaan,
5. Menganalisis bagaimana pelibatan masyarakat dalam penyusunan program CSR,
6. Menyimpulkan bagaimana peluang dan tantangan penerapan CSR dalam mendukung
program peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis komunitas.
1.4 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup wilayah studi
penelitian dan ruang lingkup materi.
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah penelitian adalah ruang-ruang industri atau perusahaan yang
ada dalam lingkup administrasi Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Studi kasus yang
dipilih adalah kegiatan kewsadayaan masyarakat (BKM Sedya Mulya), yang ada di Kelurahan
Pringapus, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. BKM Sedya Mulya Kelurahan
Pringapus merupakan BKM terbaik tingkat Kabupaten Semarang Tahun 2007 (Profil BKM
Sedya Mulya, 2010). Program PLP-BK yang dilaksanakan oleh BKM Sedya Mulya di
Kelurahan Pringapus merupakan proyek percontohan (pilot project).
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi dalam penelitian ini secara spesifik diarahkan pada kebijakan
terkait pelaksanaan CSR di Indonesia meliputi implementasi yang dilakukan oleh perusahaan
dan prosedur yang dilakukan di lapangan. Lebih jauh lagi, dalam bagian ini dibahas mengenai
konsep dan pendekatan yang semestinya dilakukan oleh perusahaan dalam implementasi
program CSR.
Untuk lebih memperjelas kajian-kajian materi dalam penelitian ini, dapat dilihat pada








No Istilah Definisi Operasional
1 Peluang Ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan
kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha
mencapai tujuan (http://www.artikata.com/arti-380413-Peluang.html)
2 Tantangan Hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan
mengatasi masalah (http://www.artikata.com/arti-380413-tantangan.html)
3 Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan
Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya (UU No 40 Tahun 2007, Pasal 1, Ayat 3)
4 Corporate Social Responsiblity Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan
tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara
keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup (The World Business
Council For Sustainable Development dalam Rahman, 2009)
5 Stakeholder Stakeholder dapat didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang
yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan,
kebijakan maupun operasi perusahaan (post et al.,2002)
6 Perseroan Terbatas Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
undang-undang (UU No 40 Tahun 2007, Pasal 1, Ayat 1).
7 Sustainable development Sustainable development dapat dipahami sebagai suatu proses pembangunan
yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia di masa kini
dengan tetap memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang
(Rineksi dan Artiningsih, 2006).
8 Masyarakat Masyarakat adalah orang-orang yang tinggal di dalam suatu wilayah (tempat)
tertentu secara geografis dan yang memiliki ikatan tertentu baik secara sosial
maupun emosional antara satu orang dengan yang lainnya dan dengan tempat
dimana mereka tinggal.
9 Need Assesment Proses identifikasi dan mencari solusi dari permasalahan masyarakat/
institusi tanpa memperhatikan apakah program itu sudah dilakukan atau
belum (Evan, 2000)
10 Program PLP-BK Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat yang
bersifat bottom-up dan pemberdayaan masyarakat
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2010
1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian mengenai Corporate Social Responsibility (CSR): Peluang dan Tantangan
Dalam Mendukung Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas,
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Studi Kasus : Program PLP-BK Kelurahan Pringapus, merupakan bentuk penelitian yang mencoba
untuk menggali dan menelaah secara mendalam mengenai kendala-kendala penerapan CSR
berbasis komunitas di bidang lingkungan khususnya lingkungan permukiman. Lebih jauh lagi,
penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu inovasi dalam pendekatan pembangunan dengan
mengedepankan peran serta atau partisipasi masyarakat, dan dapat menemukan sebuah bentuk
pembangunan berkelanjutan yang melibatkan tiga stakeholder, yaitu pemerintah, swasta dan
masyarakat, dalam koridor kerja masing-masing. Sebagaimana tertulis dalam UU No 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas, Poin C, bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar
pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu
pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Oleh sebab itu
manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut :
1. Memberi informasi bagi para pengambil kebijakan terutama dalam manajemen perusahaan
untuk dapat bermitra dengan masyarakat dalam merencanakan program CSR.
2. Memberi informasi bagi stakeholder lainnya seperti pemerintah, LSM, maupun masyarakat
pada umumnya sebagai acuan bagi kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan CSR.
1.5.1 Manfaat Teoritis bagi Bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota
Studi terhadap peluang dan tantangan pemanfaatan CSR dalam mendukung program
peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis komunitas adalah suatu penelitian yang
berusaha menggali kendala-kendala penerapan CSR untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu bentuk
pemahaman yang mendasar terhadap CSR dan penerapannya oleh masing-masing stakeholder.
Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bidang yang dipelajari dalam
ilmu perencanaan wilayah dan kota. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
terhadap bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, terutama dalam upaya pelestarian
lingkungan dengan kerangka pembangunan partisipatif dan kemitraan antar stakeholder. Selain
itu diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah referensi mengenai kemitraan antar sektor
swasta dan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.
1.6 Keaslian penelitian dalam Lingkup Jurusan Perencanaan Wilayah dan
Kota
Bagian ini menjelaskan tentang tingkat keaslian penelitian yang akan dilakukan jika
dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini
dibandingkan dengan penelitian lain yang sekiranya memiliki keterkaitan secara substansional,
yaitu perbandingan judul penelitian, tujuan penelitian, lokasi dan tahun penelitian, metode
penelitian dan hasil penelitian.
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Adapun penelitian sejenis yang membahas tentang pelaksanaan CSR perusahaan pernah
diteliti oleh alumni Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Masing-masing penelitian memiliki
spesifikasi tersendiri dalam kajiannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2.
TABEL I.2
KEASLIAN PENELITIAN
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bagaimana sistem pengelolaan
CSR di Blok Cepu, sehingga
lebih lanjut akan diketahui
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kualitas sarana dan prasarana
lingkungan
Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber, 2010
1.7 Kedudukan Penelitian
Pada pasal 65 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah membagi
kegiatan penataan ruang menjadi tiga, yakni kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
yang didasari partisipasi masyarakat, sehingga penataan ruang tidak terbatas pada kegiatan
perencanaan, namun sampai tahap pemanfaatan dan pengendalian.
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Kegiatan pemanfaatan CSR dalam mendukung program peningkatan kualitas lingkungan
permukiman dengan berbasis komunitas pada prinsipnya adalah kegiatan perencanaan dan
pemanfaatan dalam pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Dimana hal ini adalah
suatu bentuk kolaborasi antara sektor privat, pemerintah dan masyarakat. Dalam pemanfaatan CSR
ini, selain mengedepankan peran serta pihak swasta juga menjadikan masyarakat sebagai obyek,
dan juga subyek pembangunan dalam kerangka pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
Sumber : Penyusun, 2011
GAMBAR 1.3
POSISI PENELITIAN DALAM LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
1.8 Kerangka pemikiran
Implementasi CSR yang dilakukam oleh suatu perusahaan merupakan suatu bentuk peran
serta entitas bisnis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Intervensi dari berbagai pihak,
baik pemerintah dengan berbagai regulasi yang ada, maupun organisasi non pemerintah melalui
tuntutan secara sosial, dan kesepakatan-kesepakatan internasional, secara praktis memunculkan
konsep kewajiban (mandatory) bagi perusahaan untuk menjalankan CSR. Disamping itu
sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tahapan pemasaran hasil perencanaan partisipatif dalam
program PLP-BK memungkinkan adanya kerjasama dari semua pihak untuk dapat mendukung
implementasi pembangunan hasil perencanaan program PLP-BK. Kerangka penelitian ini melihat
bagaimana korelasi antara kewajiban CSR perusahaan dengan probability aplikasi CSR dalam
program PLP-BK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.4 di bawah ini.
Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota
Perencanaan dan Perancangan Kota Pengembangan Wilayah
Pemberdayaan Masyarakat
Kerjasama Pembangunan
Upaya Kerjasama Pembangunan dalam peningkatan Kualitas Lingkungan
Permukiman berbasis komunitas dalam kerangka CSR
Need Assesment Planning










Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2010
GAMBAR 1.4
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN
1.9 Pendekatan Kualitatif dalam Menggali Peluang dan Tantangan
Penerapan CSR dalam mendukung Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas
Penelitian tentang Corporate Social Responsibility (CSR): Peluang dan Tantangan dalam
Mendukung Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, diawali
Community Based Development
PemasaranPerencanaan Pembangunan
Proses pemasaran produk perencanaan partisipatif
kepada pihak lain untuk memperoleh dukungan dan
kemitraan dalam implementasi pembangunan
Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
berbasis Komunitas (PLP-BK)
Latar Belakang
“Bagaimana Peluang dan Tantangan Pemanfaatan CSR untuk
Mendukung Program PLP-BK?”
Research Question








Implementasi dalam mendukung program
pembangunan berbasis komunitas
Analisis Program PLP-
BK  BKM Sedya Mulya
Pringapus







program CSR sampai implementasi
Analisis konsep, motivasi, dan
pendekatan dalam pelaksanaan
CSR
Analisis peluang aplikasi program
PLP-BK dalam kegiatan CSR
Analisis pendekatan pelaksanaan
pemasaran
Analisis bentuk perencanaan dan
program PLP-BK
Analisis peluang aplikasi CSR dalam
program PLP-BK
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oleh semakin mencuatnya isu-isu terkait peranan CSR dalam kaitannya terhadap peran serta sektor
swasta untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa munculnya kebijakan mengenai
pentingnya pelaksanaan CSR yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk undang-undang maupun
peraturan telah berpengaruh signifikan terhadap pandangan publik mengenai kebijakan perusahaan
dalam mengimplementasikan CSR.
Beragam pemahaman di kalangan dunia usaha mengenai pelaksanaan CSR yang tepat,
memunculkan pula keberagaman bentuk pelaksanaan CSR sebagai representasi dari pemahaman
manajemen terhadap pelaksanaan CSR. Munculnya Undang-undang tentang perseroan terbatas
yang dikelaurkan pada tahun 2007 yang diharapkan menjadi acuan regulasi yang jelas bagi
perusahaan untuk menjalankan program CSR justru semakin menambah model pemahaman yang
berbeda-beda, hal ini tentu saja berpotensi menghasilkan performa CSR yang tidak sesuai dengan
ekspektasi.
Dengan memahami arah permasalahan tersebut maka penelitian ini diarahkan pada upaya
untuk menggali perkembangan-perkembangan pemahaman yang kontekstual dan subtansial
ditinjau dari penerapan secara empirik di lapangan. Penelitian ini diharapkan mempunyai
sumbangan positif bagi pengembangan model teoritis yang dapat digunakan sebagai dasar
perumusan rekomendasi-rekomendasi dan kebijakan yang sifatnya research-based terkait
pelaksanaan CSR perusahaan. Hal ini tentunya mengarah pula pada tujuan penelitian untuk
menggali peluang dan tantangan penerapan CSR dalam mendukung program peningkatan kualitas
lingkungan permukiman berbasis komunitas.
Atas dasar pemahaman tersebut maka jelaslah bahwa titik balik keberhasilan penelitian
ini adalah strategi apa yang dapat diterapkan agar pemanfaatan CSR dapat diaplikasikan dalam
program peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis komunitas. Program CSR dalam
hal ini difokuskan kedalam edukasi, kerjasama, sharing pembiayaan maupun pengembangan
masyarakat untuk membentuk dan menunjang kemandirian dalam pemeliharaan lingkungan.
Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode wawancara mendalam dengan
narasumber. Pembatasan ruang lingkup yang diteliti yaitu industri / perseroan yang beroperasi di
Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang. Industri yang ditetapkan juga tidak terlepas dari kriteria
wajib untuk melaksanakan CSR yaitu dalam operasinya, berhubungan langsung dan atau
berdampak pada sumber daya alam. Dampak yang dimaksud dalam hal ini adalah limbah yang
ditimbulkan selama proses produksi berlangsung. Selain it kajian ini juga mengacu pada Undang-
undang No 25 mengenai Penanaman Modal. Berikut adalah industri-industri yang menjadi objek
penelitian program CSR di wilayah administrasi Kabupaten Semarang: PT. Ungaran Sari Garment,
PT. Ungaran Indah Busana, PT. Apac Inti, sedangkan di Kota Semarang adalah PT. Fumira.
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1.9.1 Metode Penelitian
Dalam penelitian digunakan pendekatan kualitatif baik dalam proses pengumpulan
data sampai pada tahapan analisis. Pada tahap preliminary survey, peneliti melakukan observasi
berperan serta dimana peneliti ikut terlibat dalam proses kemitraaan yang dilakukan oleh BKM
Sedya Mulya dan PT. Bina Guna Kimia. Dalam observasi berperan serta tersebut peneliti
mencatat bagian-bagian penting yang dianggap relevan dengan sasaran dan tujuan penelitian
berikut hipotesis-hipotesis yang berkembang. Dalam penelitian ini informasi-informasi yang
dibutuhkan dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, yang mengungkap secara
komprehensif persepsi dan pengalaman individu dalam mengembangkan kebijakan perusahaan
dalam menerapkan CSR disamping pengembangan produksi dan operasional perusahaan
sebagai entitas bisnis. Secara umum dalam penelitian ini  setelah dilakukan tahapan wawancara
mendalam, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif, rekapitulasi hasil wawancara, kategorisasi
tema dan pengkodean, akumulasi tema yang muncul, kemudian melakukan analisis terhadap
tema-tena dan kategori yang muncul kemudian melakukan penentuan fenomena utama, setelah
tahap-tahap tersebut baru selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan dan rekomendasi.
1.9.1.1 Metode Pengumpulan Data
Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dalam bentuk kualitatif,
yaitu dispesifikkan dari wawancara mendalam, dan catatan peneliti selama melaksanakan
penelitian (participant observer) dan catatan lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan
data yang tidak didapat secara langsung akan tetapi berupa data yang telah dimiliki oleh pihak
lain, seperti data-data BKM Sedya Mulya, data perusahaan dari instansi terkait, maupun data
dari situs resmi perusahaan. Selanutnya data yang diperoleh digunakan sebagai pendukung
maupnun instrument dalam  pelaksanaan penelitian. Data-data yang dibutuhkan disesuaikan
dengan sasaran dan pemanfaatannya dalam pelaksanaan penelitian. Adapun kebutuhan data-data





Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2010










































































































Untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data yang dibutuhkan di atas, maka
perlu dilakukan identifikasi sumber data dalam penelitian ini, Sebelumnya didahului oleh
pelaksanaan sampling penelitian. Teknik sampling digunakan untuk memudahkan pelaksanaan
penelitian di lapangan khususnya dalam melakukan pemilihan perusahaan dan industri dari
populasi perusahaan dan industri yang ada. Selain itu teknik sampling ini juga dimaksudkan
untuk mempermudah pemilihan  responden wawancara mendalam yang sesuai dengan kriteria
penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling dimana dengan
teknik ini tidak memberi kemungkinan yang sama bagi tiap unsur populasi untuk dipilih,
sedangkan pemilihan responden dilakukan dengan purposive sampling. Purposive sampling
adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana pertimbangan tersebut
adalah kesesuaian sampel dengan kriteria penelitian (Sugiyono, 2007: 219).
Pemilihan sumber data dilakukan pada populasi finite, yaitu populasi yang jumlahnya
dapat diketahui melalui proses identifikasi (Herdiansyah, 2010). Pada penelitian ini peneliti
menentukan sumber data pada populasi industri yang ada di Kabupaten Semarang, khususnya
yang ada di sekitar kawasan Kecamatan Pringapus. Antara lain industri yang dipilih adalah PT.
Ungaran Indah Busana, PT. Kanasritex, PT. Eka Sandang, PT. Ungaran Sari Garmen, dan PT.
Bina Guna Kimia. BKM Sedya Mulya ditetapkan sebagai wilayah studi kasus, dalam hal ini
pemilihan studi kasus didasarkan atas track record BKM Sedya Mulya sebagai pilot project
program peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis komunitas, diharapkan dapat
menjadi model yang tepat terkait penerapan pemberdayaan masyarakat dalam upaya
peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Pada pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pendekatan dengan mengajukan
proposal penelitian beserta surat pengantar, selanjutnya peneliti melakukan contact via telepon
untuk mengkonfirmasi kembali kesediaan narasumber melalui bagian HRD atau personalia
perusahaan. Beberapa perusahaan menyatakan ketidaksediaannya untuk dilakukan penelitian di
perusahaannya karena berbagai hal, sehingga peneliti perlu melakukan kembali penentuan objek
studi. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tetap dapat dilaksanakan, karena adanya keterbatasan
waktu dan sumber daya manusia. Peneliti memilih sampel dalam populasi berdasarkan
tingkatan (Herdiansyah, 2010). Dalam hal ini peneliti memilih dengan metode non probability
sampling. Dari hasil penentuan kembali objek penelitian tersebut, maka di kawasan pringapus
sendiri ditetapkan PT. Ungaran Indah Busana sebagai objek studi, kemudian di kawasan industri
lainnya di Kecamatan Bawen dipilih PT. Apac Inti Corpora, di Kecamatan Ungaran dipilih PT.
Ungaran Sari Garmen, dan di Kota Semarang dipilih PT.Fumira sebagai sampel. Penentuan
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industri sebagai objek studi tersebut tidak terlepas pula dari adanya respon positif perusahaan
untuk dapat dilakukan penelitian.
Pada pelaksanaan penelitian di lapangan dilakukan pendekatan snowballing. Dalam
hal ini, metode snowballing dapat dilakukan apabila fenomena yang diteliti dapat berkembang
menjadi lebih dalam dan lebih luas dari yang ditentukan (Herdiansyah, 2010). Penambahan
jumlah sampel perusahaan/ industri dilakukan hingga diperoleh jawaban yang sesuai dengan
tujuan penlitian, ataupun setiap responden memberikan jawaban yang mencapai kondisi jenuh.
Penentuan unit sampel (informan/ partisipan) pada teknik ini dianggap telah memadai apabila
mencapai tahap redundancy dimana ketika pengambilan sumber data selanjutnya tidak didapat
informasi baru yang berarti (Nasution dalam Sugiyono, 2009: 302).
Setelah melalui proses penentuan sampel, maka peneliti mulai melakukan wawancara
mendalam terhadap sumber data (pihak manajemen perusahaan) dimana telah tercapai
kesepakatan terkait waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Pada pelaksanaannya, peneliti
melakukan perubahan terhadap objek studi dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara
peneliti dan perusahaan yang akan menjadi sumber data, sehingga untuk menutupi hal tersebut,
maka peneliti melakukan koordinasi kembali dengan perusahaan lain yang memiliki kriteria
objek penelitian yang sesuai, dan dapat dilakukan penelitian di dalamnya.
1.9.1.3 Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data
Penentuan instrumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk
menentukan alat bantu atau pendukung yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian
(Arikunto, 2002). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara
berupa form yang digunakan untuk menanyakan bagaimana strategi pelaksanaan CSR yang
dilaksanakan oleh perusahaan, selain itu tentu saja disesuaikan dengan tujuan penelitian. Untuk
menggali lebih jauh mengenai peluang penerapan CSR dalam mendukung program peningkatan
kualitas lingkungan permukiman berbasis komunitas, peneliti juga mempersiapkan proposal
yang telah disusun oleh BKM Sedya Mulya Pringapus, sedangkan alat yang digunakan adalah,
alat tulis menulis, dan recorder untuk merekam wawancara.
Prosedur pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya, narasumber
yang dipilih adalah pihak manajemen internal perusahaan yang mengelola Community
awareness, Piblic Relations, HRD, Corporate affair, maupun Junior Manager, sesuai dengan
posisi divisi dalam perusahaan. Secara spesifik untuk menemui narsumber dalam perusahaan,
peneliti melapor kepada security perusahaan untuk memperoleh kartu akses dengan
meninggalkan identitas dan barang lainnya kecuali perlengkapan wawancara, kemudian peneliti
diarahkan ke bagian lobi (ruang tunggu) untuk menunggu panggilan dari narasumber.
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Pada pelaksanaannya, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis
terhadap hasil wawancara, maka form wawancara akan diklasifikasikan, sesuai dengan jenis
informasi, kategori narasumber, nomor urut responden dan hari, tanggal dan tahun, nomor urut
halaman. Selanjutnya hasil wawancara tersebut akan dikelompokkan berdasarkan jenis
informasinya.  Berikut adalah contoh pengkodean petikan wawancara yang akan dilakukan:
Sumber : Herdiansyah, 2010
GAMBAR 1.5
FORM KODE WAWAMCARA
Sebelumnya, catatan maupun seluruh rekaman hasil petikan wawancara dituliskan ke
dalam Transkrip Wawancara yang berisi seluruh hasil petikan wawancara. Kemudian hasil
petikan wawancara yang berisi keterangan dan informasi yang diperoleh dari narasumber
diklasifikasikan kedalam kartu indeks untuk memudahkan pelaksanaan analisis terhadap petikan
wawancara. Klasifikasi hasil petikan wawancara disesuaikan pula dengan tujuan yang akan
dianalisis. Berikut adalah tabel transkrip wawancara :
Baris Pelaku Uraian Wawancara Tema
Sumber : Herdiansyah, 2010
GAMBAR 1.6
FORM TRANSKRIP WAWANCARA
Kemudian transkrip hasil wawancara tersebut setelah dilakukan klasifikasi secara
umum maka selanjutnya adalah kalkulasi terhadap tema-tema yang muncul dalam wawancara.
Berikut tabel kalkulasi tema. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengkodean dan
kategorisasi hasil wawancara tersebut ke dalam tabel kategori dan pengkodean. Berikut adalah
tabel kategori dan pengkodean hasil wawancara :
Kategori Tema Subkategori Tema Tema
Uraian Informan
Sumber : Herdiansyah, 2010
GAMBAR 1.7
FORM KATEGORISASI TEMA
Inisial informan/W ke-/tanggal-bulan-tahun/Nomor urut halaman
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1.10 Teknik Analisis dan Verifikasi Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke
dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009: 244). Selama proses analisis
berlangsung juga dilakukan verifikasi data pada setiap tahapan analisis.
Analisis dalam penelitian ini dimulai pada tahap pengkodean terbuka (open coding),
Pengkodean Berporos (axial coding), dan Pengkodean berpilih (selective coding). Pengkodean
terbuka adalah proses menguraikan, memeriksa, membandingkan, mengkonsepkan dan
mengaktegorikan data (Strauss & Corbin, 2003). Dalam penelitian ini pengkodean terbuka
dilakukan melalui penentuan kategori data transkrip wawancara mendalam. Penentuan kategori
dimaksudkan untuk melabelkan fenomena yang muncul dari kata atau frase bahkan paragraf dalam
transkrip wawancara berdasarkan sifat, karakteristik, maupun ukuran sehingga dapat
dikelompokkan dan membentuk kategori.
Langkah selanjutnya adalah melakukan pengkodean berporos (axial coding). Pengkodean
berpors adalah seperangkat prosedur penempatan kembali dengan cara-cara baru setelah
pengkodean berbuka, dengan membuat kaitan antar kategori (Strauss & Corbin, 2003).
Implementasinya dalam penelitian ini adalah penempatan kembali data-data hasil pengelompokkan
kategori yang dilakukan sebelumnya kemudian melakukan tinjauan fenomena utama yang muncul
dari hasil pengelompokkan seluruh kategori tentunya berdasarkan faktor-faktor yang
mempengaruhi munculnya fenomena tersebut antara lain kondisi, konteks, strategi dan
konsekuensi.
Untuk mempermudah dalam melihat alur atau tahapan analisis yang dilakukan maka
digunakan kerangka analisis. Berdasarkan rancangan analisis yang akan dilakukan, maka kerangka
analisis disusun berdasarkan input, proses, dan output analisis. Analisis tersebut dimulai dari
analisis program kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang disusun oleh BKM
Sedya Mulya Pringapus, yang kemudian akan menjadi dasar ataupun pedoman bentuk pengelolaan
lingkungan dengan berbasis komunitas. Selanjutnya adalah analisis terhadap stakeholder yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan CSR di dalam manajemen internal perusahaan.
Selanjutnya adalah analisis konsep, motivasi dan proses implementasi program CSR yang
dilakukan oleh perusahaan. Kerangka analisis ini dibuat untuk memudahkan peneliti dan
memberikan kerangka kerja yang fokus untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
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Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2010
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1.10 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan proposal tugas akhir ini yaitu
sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran
yang ingin dicapai dalam penelitian, ruang lingkup penelitian yang meliputi ruang
lingkup spasial dan ruang lingkup substansial, manfaat penelitian yang meliputi
manfaat praktis dan manfaat teoritis, keaslian penelitian, kerangka pikir dan
sistematika penulisan. Bagian ini juga berisi tentang penjelasan mengenai metode
yang digunakan dalam penelitian serta gambaran kerangka analisis dalam proses
penelitian mulai dari input, proses, dan output.
BAB II TINJAUAN LITERATUR PENERAPAN CSR DI BIDANG LINGKUNGAN
DAN RELASI ANTARA KORPORAT DAN KOMUNITAS
Bagian ini berisi tentang kajian literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR,
terutama dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, dan hubungan sosial
perusahaan dan masyarakat
BAB III GAMBARAN PROGRAM PLP-BK DAN IMPLEMENTASI CSR
PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN
SEMARANG
Bagian ini menjabarkan gambaran umum mengenai Kelurahan Pringapus kegiatan
keswadayaan BKM Sedya Mulya sebagai studi kasus. Selain itu bab ini berisi
gambaran pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan
BAB IV PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN CSR
UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS
Bagian ini berisi tentang analisis terhadap hasil pelaksanaan penelitian. Analisis
tersebut dilakukan terhadap petikan wawancara mendalam yang diperoleh dari
narasumber
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bab penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi sebagai kesimpulan terhadap hasil
analisis.
